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BAB I 
PENDAHULUAN
A.  
Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan tugasnya, anggota Polri tidak cukup hanya bertindak berdasarkan kewenangan, tetapi juga harus memperhatikan sikap profesional, menghormati hak masyarakat, serta menjaga etika profesi. Oleh karena itu, setiap tindakan kepolisian dalam pengamanan harus dilakukan secara tepat, terukur, dan sesuai aturan, agar kehadiran polisi benar-benar memberikan rasa aman bagi masyarakat, bukan menimbulkan rasa takut atau ketidakpercayaan.

Salah satu ruang tugas Polri yang sangat sensitif adalah pengamanan unjuk rasa. Unjuk rasa merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin dalam sistem demokrasi, sehingga kehadiran polisi dalam situasi tersebut semestinya diarahkan untuk menjaga ketertiban sekaligus melindungi hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi. Dalam praktiknya, pengamanan unjuk rasa menuntut kemampuan aparat untuk bertindak tegas namun tetap terukur, komunikatif, dan tidak provokatif.

Namun demikian, dalam berbagai peristiwa unjuk rasa, kerap muncul persoalan mengenai sikap dan perilaku aparat yang dinilai arogan. Arogansi aparat dalam pengamanan unjuk rasa dapat muncul dalam bentuk ucapan, tindakan, ataupun ekspresi kekuasaan yang merendahkan, mengintimidasi, atau menunjukkan penyalahgunaan posisi. Persoalan ini menjadi penting untuk dikaji karena tindakan semacam itu bukan hanya berdampak pada individu yang berhadapan langsung dengan aparat, tetapi juga dapat merusak citra institusi kepolisian secara keseluruhan.

Dalam perspektif hukum, tindakan arogansi anggota Polri tidak dapat dipandang sebagai persoalan perilaku biasa semata. Ketika arogansi itu dilakukan dalam pelaksanaan tugas kedinasan, terlebih dalam situasi yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara untuk berunjuk rasa, maka perbuatan tersebut harus diuji dari sudut hukum administrasi, hukum kepolisian, dan kode etik profesi Polri. Dengan kata lain, permasalahannya bukan sekadar apakah ucapan atau tindakan itu tidak pantas, melainkan juga apakah tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dan etik yang melekat pada profesi kepolisian.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di lingkungan Polda Sumut menunjukkan adanya dugaan tindakan arogansi oleh anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa. Berdasarkan dokumen Berita Acara Interogasi untuk klarifikasi di Bidpropam Polda Sumut, perkara ini berawal dari pengaduan masyarakat yang dilimpahkan Divpropam Polri terkait dugaan ucapan IPTU Lamsihar Simanjuntak saat pengamanan aksi unjuk rasa. Dalam dokumen tersebut disebutkan adanya dugaan perkataan, antara lain, “kau tanyak sama ketua satgas Armed Simbolon siapa aku” dan “Kalian orang batak kami orang batak,” yang kemudian menjadi objek klarifikasi dalam pemeriksaan internal Propam.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya ucapan yang dipermasalahkan, tetapi juga pada konteks penyampaiannya, yaitu saat anggota Polri sedang melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa di Mako Polrestabes Medan. Dalam berita acara dijelaskan bahwa yang bersangkutan saat itu bertugas sebagai Ka. PAM Objek berdasarkan surat perintah pengamanan unjuk rasa tanggal 17 Juni 2025. Posisi ini membuat tindakan dan ucapannya tidak lagi bersifat pribadi semata, melainkan melekat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kepolisian di ruang publik.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum serta mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 Dengan demikian, apabila ucapan tersebut terbukti mengandung sikap arogan, intimidatif, atau merendahkan masyarakat dalam situasi pengamanan unjuk rasa, maka perbuatan tersebut dapat dinilai bertentangan dengan prinsip etika profesi Polri dan kewajiban hukum anggota Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih jauh, dari dokumen klarifikasi tersebut juga terlihat bahwa unjuk rasa dilakukan oleh massa yang disebut berasal dari Persatuan Batak Bersatu, dengan tuntutan terkait penanganan suatu perkara di Polrestabes Medan. Dalam kronologi yang diuraikan, terjadi interaksi antara petugas pengamanan dan pengunjuk rasa ketika akses keluar masuk gerbang dianggap terhalang. Dalam situasi yang tegang seperti itulah, ucapan yang mengandung identitas kelompok dan nada superior menjadi sangat sensitif karena berpotensi menimbulkan kesan diskriminatif, intimidatif, atau tidak profesional dari aparat penegak hukum.

Pengamanan unjuk rasa pada dasarnya menuntut keseimbangan antara penggunaan kewenangan dan pengendalian diri. Seorang anggota Polri memang diberi tugas menjaga ketertiban, tetapi pelaksanaan tugas itu harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi, proporsional, dan menghormati martabat warga negara. Ketika aparat justru menunjukkan sikap emosional atau ucapan yang bernada arogan, maka tindakan tersebut dapat dipandang bertentangan dengan prinsip pelayanan publik dan etika profesi kepolisian yang menuntut sikap santun, objektif, dan tidak diskriminatif.

Permasalahan arogansi anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa juga penting dikaji karena menyangkut hubungan antara negara dan masyarakat. Polisi adalah wajah negara yang paling langsung berhadapan dengan warga di lapangan. Karena itu, perilaku aparat dalam situasi konflik atau ketegangan sosial akan sangat menentukan apakah negara dipandang hadir sebagai pelindung atau justru sebagai pihak yang menekan. Jika tindakan aparat dipersepsi arogan, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat menurun dan legitimasi tindakan pengamanan menjadi dipersoalkan.

Selain itu, penelitian ini penting karena tindakan arogansi tidak selalu mudah dibuktikan hanya dari hasil akhir peristiwa. Sering kali yang perlu ditelaah justru adalah detail interaksi, konteks komunikasi, peran petugas, serta standar perilaku yang seharusnya dipegang oleh anggota Polri. Oleh sebab itu, pendekatan hukum terhadap kasus seperti ini harus mampu menilai bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga ucapan dan sikap aparat dalam hubungannya dengan kewajiban hukum, disiplin, dan kode etik profesi.
Dari sisi kelembagaan, adanya klarifikasi oleh Bidpropam Polda Sumut menunjukkan bahwa institusi Polri memiliki mekanisme internal untuk menilai dugaan pelanggaran perilaku anggotanya. Hal ini penting sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan internal agar setiap tindakan anggota Polri tetap sejalan dengan norma hukum dan etika profesi. Namun demikian, keberadaan mekanisme internal tersebut juga perlu dianalisis lebih jauh, terutama untuk menilai bagaimana hukum memandang tindakan arogansi, apa parameter pelanggarannya, dan bagaimana pertanggungjawabannya dalam konteks tugas pengamanan unjuk rasa.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengamanan unjuk rasa oleh Polri harus dilakukan secara profesional, persuasif, proporsional, dan menghormati hak asasi manusia. I Gusti Ayu Adinda Anggita Dewi Adi Putri dkk. menjelaskan bahwa kepolisian berperan sebagai negosiator dalam menampung dan menyampaikan aspirasi pengunjuk rasa, namun masih menghadapi kendala kemampuan negosiasi dan kualitas personel.
 Geby Khusi Manuella dkk. menegaskan bahwa tindakan kepolisian dalam unjuk rasa harus berpedoman pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas agar tidak berubah menjadi penyalahgunaan wewenang.
 Selanjutnya, Gunawan Hi Abas dan Muh Yani Renwarin menemukan bahwa salah satu kendala internal dalam pengamanan unjuk rasa adalah adanya oknum anggota Polri yang bertindak arogan dan overacting di lapangan.
 Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berbeda karena secara khusus menganalisis pertanggungjawaban anggota Polri atas dugaan tindakan arogansi dalam pengamanan unjuk rasa, terutama dari aspek etik dan administrasi.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Arogansi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Dalam Pengamanan Unjuk Rasa”.
B. 
Rumusan Masalah

 
Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses hukum terhadap tindakan arogansi anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa?
2. Bagaimana bentuk tindakan arogansi anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa pada studi kasus Polda Sumut?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan arogansi dalam pengamanan unjuk rasa?
C. 
Tujuan Penelitian
   
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis proses hukum terhadap tindakan arogansi anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa
2. Mengkaji bentuk tindakan arogansi anggota Polri dalam pengamanan unjuk rasa pada studi kasus Polda Sumut.
3. Menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan arogansi dalam pengamanan unjuk rasa.
D. 
Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kepolisian, hukum administrasi, dan etika profesi hukum, terutama yang berkaitan dengan tindakan arogansi anggota Polri dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik mengenai batas kewenangan anggota Polri dalam menjalankan tugas pengamanan, kewajiban menjunjung profesionalitas dan penghormatan terhadap hak masyarakat, serta pertanggungjawaban etik dan hukum anggota Polri berdasarkan ketentuan Kode Etik Profesi Polri. 
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polda Sumut dan jajaran Propam, sebagai bahan evaluasi dan pedoman dalam menangani dugaan tindakan arogansi anggota Polri dalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemeriksa etik, pimpinan kepolisian, serta pihak terkait lainnya dalam menilai bentuk pelanggaran, proses pemeriksaan, dan pertanggungjawaban anggota Polri secara objektif, profesional, dan akuntabel berdasarkan ketentuan hukum dan Kode Etik Profesi Polri. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum kode etik profesi Polri serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
� Sadjijono, Hukum Kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi, (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006), hlm. 3.


� Pasal 13, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


� Momo Kelana, Hukum Kepolisian, (Jakarta: PTIK Press, 2014), hlm. 57.


� Pasal 14 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


� Berita Acara Interogasi (Untuk Klarifikasi) Bidpropam Polda Sumut terhadap IPTU Lamsihar Simanjuntak, tanggal 1 Oktober 2025.


� Ibid


� Pasal 19 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


� Ibid


� Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.


� Satjipto Rahardjo, Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 89.


� Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.


� I Gusti Ayu Adinda Anggita Dewi Adi Putri, B. Farhana Kurnia Lestari, dan Anwar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Kepolisian Dalam Bertindak Sebagai Negosiator Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa Dalam Unjuk Rasa,” Unizar Recht Journal, Vol. 2, No. 1, April 2023, hlm. 74-76.


� Geby Khusi Manuella, Jennifer Christina Junycia, dan Yeremia Haganta Kaban, “Penanganan Hukum Penyalahgunaan Wewenang Kepolisian Berdasarkan Prinsip ICCPR pada Unjuk Rasa Agustus 2025,” Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 1481-1484.


� Gunawan Hi Abas dan Muh Yani Renwarin, “Implementasi Penegakan Hukum Kepolisian pada Pengamanan Unjuk Rasa yang Mengakibatkan Tindakan Anarkis di Kota Ternate,” Journal of Law and Nation, Vol. 3, No. 4, November 2024, hlm. 993-994.





37

